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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pelaksanaan pemerintah daerah, baik pada daerah tingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten dan kota mulai memasuki era yang baru dengan diterapkannya 

sistem otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi 

tentang Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi menjadi landasan umum 

pelaksanaan sistem otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia. Dasar hukum 

tersebut dalam pelaksanaannya telah mengalami penyesuaian sehingga 

menyebabkan adanya perubahan pada pola pelaksanaan otonomi daerah. 

Perubahan tersebut dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat menyesuaikan 

dengan kondisi yang ada.  

Berdasarkan dasar hukum tersebut, otonomi daerah menjadi wewenang 

pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat. Melalui kebijakan tersebut menjadikan 

pemerintah daerah memiliki peluang dan tantangan yang lebih besar untuk 

mengelola seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efektif 

dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang 

dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan 

berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Suwandi & Tahar, 

2015). 
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Sejalan dengan perkembangan dasar hukum pelaksanaan sistem 

desentralisasi atau otonomi daerah, tentunya menimbulkan pengaruh pada 

perubahan proses pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan 

dapat dilakukan di segala bidang, terutama di bidang sarana dan prasarana bagi 

publik (public services) yang hubungannya sangat dekat dengan aktivitas 

masyarakat. Dalam perspektif teori, desentralisasi atau otonomi daerah akan 

mendekatkan hubungan antara pemerintah kepada masyarakat. Diterapkannya 

sistem pemerintahan yang terdesentralisasi diharapkan akan menciptakan kondisi 

yang efisien dalam perekonomian (Hidayat, 2013). 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada pemerintahan 

daerah pada dasarnya dapat dilakukan secara mandiri tanpa bergantung dengan 

pemerintah pusat dari segala sisi. Mulai dari sisi perencanaan, pembangunan dan 

pembiayaan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Oleh sebab itu, kebijakan 

dan upaya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah harus dilakukan 

dengan secara kreatif dan inovatif. Upaya yang dilakukan tersebut bergantung 

pada bentuk kebijakan pemerintah yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah 

daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai 

berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksesif 

dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif 

(Hidayat, et al., 2007).  
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Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah agar pemerintah daerah 

dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya dengan cara mengurangi 

ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut 

didukung oleh wewenang pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas dan 

inovasinya dalam menggali sumber pendapatan dan fiskal lainnya, termasuk 

dalam melaksanakan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas 

pembangunan daerah (Pratiwi, 2014).  

Kondisi daerah sebelum dan sesudah diterapkannya sistem otonomi daerah 

dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama membahas tentang pemerintah daerah 

diberi kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama 

berasal dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu aspek 

kedua membahas tentang manajemen pengeluaran daerah dimana pengelolaan 

keuangan daerah harus lebih transparan dan akuntabel yang menuntut agar 

pemerintah daerah lebih efektif dan efisien dalam hal pengeluaran daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dilakukan dengan cara yang 

lebih efektif dan efisien atau memenuhi prinsip value for money serta berorientasi 

baik pada rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang telah dijadikan sebagai 

sasaran akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Hal tersebut 

akan menjadi penilaian dalam mengelola keuangan daerah. 

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik tidak hanya membutuhkan 

sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan 

keuangan daerah yang memadai. Salah satu cara untuk mengukur tingkat 
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kemampuan daerah dapat dilihat dari besarnya penerimaan, terutama besarnya 

nilai pendapatan daerah khususnya yang diterima dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Menggali sumber-sumber keuangan daerah sebagai salah satu upaya 

pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari 

kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan 

daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan 

baik menandakan daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk 

membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso & Restianto, 2011). 

 

 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2018, data diolah. 

 

Gambar 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-

2018 (dalam Persen) 
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Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi 

PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 2016-2018 secara 

umum terlihat nilai rata-rata pertumbuhan PAD yang bervariasi. Kabupaten 

Empat Lawang memiliki nilai pertumbuhan rata-rata tertinggi dibandingkan 

dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 77,36 persen. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Empat Lawang pada tahun 2017 dan 2018 yaitu melakukan pengoptimalan 

penagihan kepada masyarakat, baik dalam penagihan pajak, retribusi maupun 

sumber-sumber PAD lainnya. Sementara itu, Kabupaten Ogan Ilir menjadi 

kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan PAD terendah, yaitu sebesar -27,45 

persen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan pajak daerah 

pada tahun 2017 dan penurunan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 

sehingga menyebabkan penerimaan PAD pada tahun 2017-2018 Kabupaten Ogan 

Ilir mengalami penurunan.  

Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk berpikir dan bertindak 

secara kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki wewenang 

untuk menentukan prioritas pembangunan di daerah yang bersangkutan. Hal 

tersebut dilakukan karena sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah 

akan menghadapi permasalahan pengalokasian, terutama pengalokasian pada 

sumber-sumber daya. Melalui sumber daya yang jumlahnya terbatas, pemerintah 

daerah diharuskan mengalokasikan penerimaan yang diperoleh dari daerah yang 

bersangkutan untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat, 2013). 
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Menurut Todaro (2003), terdapat salah satu dari tiga faktor utama 

pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal dalam 

kemajuan suatu daerah menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi daerah yang 

salah satunya dapat ditunjukkan oleh besarnya nilai investasi daerah yang 

dihasilkan melalui belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu 

sendiri. Suatu daerah yang ingin meningkatkan belanja modal daerahnya, maka 

hal tersebut harus diikuti dengan kondisi kemampuan baik dari sisi keuangan 

daerah maupun sumber daya daerah yang memadai.  

Indikator yang menunjukkan nilai investasi daerah adalah dengan melihat 

berapa tingginya rasio alokasi belanja modal pada APBD. Semakin tinggi rasio 

alokasi pada belanja modal, maka anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan 

untuk belanja modal daerah semakin besar. Alokasi belanja modal pada 

pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh kondisi baik atau tidaknya kinerja 

keuangan pada pemerintah daerah tersebut (Sularso & Restianto 2011). 

Berdasarkan amanat dari Direktorat Jenderal Anggaran, proporsi belanja 

modal pada pemerintah daerah yang ideal adalah lebih dari atau sama dengan 30 

persen dari total belanja daerah pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Gambar 

1.2, rata-rata pertumbuhan rasio alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2018 terlihat fluktuatif dengan nilai 

yang bervariasi. Rasio alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2016-2018 yang tertinggi ditempati oleh Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir (PALI) sebesar 43,49 persen yang menunjukkan 43,49 persen total 

dana belanja daerah Kabupaten PALI dialokasikan untuk memenuhi 
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pengalokasian belanja modal di kabupaten tersebut. Hal tersebut didukung karena 

pembangunan berbagai infrastruktur di Kabupaten PALI yang sedang 

berkembang, mengingat Kabupaten PALI merupakan salah satu kabupaten yang 

baru saja berdiri selain Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara itu, daerah 

dengan rasio alokasi belanja modal terkecil adalah Kota Prabumulih yaitu sebesar 

15,26 persen. Pengalokasian dana belanja modal Kota Prabumulih belum bisa 

dikatakan baik karena belum memenuhi proporsi alokasi belanja daerah untuk 

belanja modal yang baik. Hal itu juga disebabkan oleh sedikitnya kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Prabumulih.  

 

 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2018, data diolah. 

 

Gambar 1.2 Rata-Rata Alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-

2018 (dalam Persen) 
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Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rasio alokasi belanja modal 

terhadap belanja daerah dapat mencerminkan seberapa besar porsi dana belanja 

daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi rasionya, 

pengaruhnya yang diberikan juga semakin besar pada pertumbuhan ekonomi 

daerah, begitupun sebaliknya (Hidayat, 2013).  

 

 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2018, data diolah. 

 

Gambar 1.3  Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rata-Rata Alokasi Belanja 

Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-

2018 (dalam Persen) 
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1.3 secara umum berada pada angka di bawah 10 persen. Berdasarkan kriteria 

rasio desentralisasi fiskal, apabila rasio tersebut nilainya di bawah 10 persen maka 

dapat dikatakan daerah tersebut masuk dalam kategori “Sangat Kurang”. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan belum secara maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah dan juga 

belum maksimal dalam menggali sumber penerimaan daerahnya dengan baik. Hal 

tersebut berdampak pada besarnya alokasi belanja modal di kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Selatan 

pada Gambar 1.3 memperlihatkan nilai alokasi belanja modal masih didominasi 

angka di bawah 30 persen atau belum memenuhi proporsi belanja modal yang 

ideal dari total belanja daerah. Besarnya kecilnya angka rasio desentralisasi fiskal 

sebagai indikator dari kinerja keuangan daerah tersebut memiliki pengaruh 

terhadap besarnya kecilnya pengalokasian penerimaan daerah untuk belanja 

modal. 

Melihat fenomena tersebut, kinerja keuangan daerah menjadi bagian yang 

penting dalam proses penyediaan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah baik di daerah tingkat 

provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/kota itu sendiri melalui pengalokasian 

penerimaan daerah untuk belanja modal yang telah dianggarkan setiap tahunnya 

dan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing daerah di wilayah tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk melihat 

“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan dan Aktivitas Belanja 

Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang timbul di dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemetaan kinerja keuangan daerah yang dilihat melalui rasio 

desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja 

operasi terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2014-2018? 

2. Bagaimana pengaruh rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan 

dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah 

antara lain sebagai berikut: 

1. Menganalisis pemetaan kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio 

desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja 

operasi terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2014-2018. 
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2. Menganalisis pengaruh rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan 

daerah dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, terdapat manfaat yang akan diperoleh oleh pembaca 

secara ilmiah melalui penelitian ini. Manfaat tersebut antara lain: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat digunakan dalam penelitian ini di antaranya: 

a. Dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pejabat daerah yang berwenang dan 

para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai salah satu referensi untuk 

mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

b. Sebagai sumber rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan daerah yang saat ini agar dapat lebih baik di 

periode yang selanjutnya. 

c. Sebagai sumber rujukan dalam hal meningkatkan alokasi belanja modal serta 

melakukan pengelolaan anggaran yang baik, efektif dan efisien di 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4.2. Manfaat Akademis 

Manfaat praktis yang dapat digunakan dalam penelitian ini di antaranya: 

a. Dapat dipergunakan oleh para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa untuk 

memahami dan mendalami permasalahan di bidang ilmu ekonomi khususnya 
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permasalahan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja 

modal di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Dapat menjadi informasi, wacana dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin mengembangkan penelitian mengenai obyek yang sama. 
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